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ABSTRAK 

 

       Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya 

dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli perdana paket internet di 

Tenggilis Mejoyo Surabaya. 

       Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis 

melalui pola pikir deduktif yakni menguraikan teori jual beli dalam hukum Islam, 

UU RI No. 8 Tahun 1999 untuk menganalisis praktik penjualan dengan 

pengurangan informasi produk kepada konsumen yang dilakukan oleh penjual 

perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya. 

       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjujuran yang dilakukan 

oleh pihak penjual dalam memasarkan dagangannya. Penjual dengan sengaja tidak 

jujur dengan menawarkan opsi produk yang sebenarnya adalah produk yang sama 

dan dijual dengan harga yang berbeda. Alasan utama praktik penjualan perdana 

paket internet yang dilakukan oleh penjual di Tenggilis Mejoyo Surabaya didasari 

atas ketidaktahuan pembeli terhadap informasi produk yang sebenarnya sehingga 

penjual memanfaatkan hal tersebut untuk mengelabui pembeli dalam praktik 

pemasaran produknya. Praktik penjualan tersebut dalam hukum Islam dianggap 

memliki unsur ghara>r di dalamnya dan termasuk dalam kategori jual beli tadlis 

dalam kuantitas. Dijelaskan juga dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa tindakan 

tersebut melanggar pasal 8 huruf f tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh 

pelaku usaha karena tidak terpenuhinya hak konsumen. Pembeli dapat meminta 

pertanggungjawaban atas tindakan tersebut kepada penjual berdasarkan Pasal 19 

tentang pertanggungjawaban pelaku usaha. 

       Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penjual disarankan agar: 

Pertama, dapat memberikan informasi total kuota yang sesuai dengan kuantitas 

sebenarnya pada perdana paket internet kepada pembeli. Kedua, dapat 

memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen 

atau pembeli. Dan ketiga, lebih mengutamakan kepuasan konsumen daripada 

mementingkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara 

yang tidak jujur. Dan karena adanya praktik penjualan tersebut kepada pembeli 

disarankan : Pertama, agar lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan 

dibeli, dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak boros. 

Kedua, selalu melakukan cek ulang terhedap perdana paket internet yang baru 

dibelinya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling 

membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-

menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, 

baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau 

perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun 

untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat 

menjadi teratur dan terjadi pertalian silaturahim antara yang satu dengan 

yang lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang 

berbunyi: 

 َ ٰۖ إنَِّ ٱلّلَ َ ٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ ٱلۡإثِمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِِۚ وَٱتَّقُواْ ٱلّلَ   ٢ دَدِلدُ ٱلۡعِقَاِ  وَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ ٱلۡبرِِّ وَٱلتَّقۡوَىَٰ

 “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya.” 1 

 

       Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang 

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk 

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. 

Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau 

sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya,  (Jakarta: Jamunu, 1965), 156. 
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pandangan di atas, kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh 

muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati 

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan 

cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.2 

       Adapun perwujudan dari mu’amalat yang diajarkan oleh Islam adalah 

jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bay’ yang 

berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Dengan demikian, al-bay’ mengandung arti menjual sekaligus membeli atau 

jual beli.3 

       Menurut Asy-syaukani jual beli adalah tukar-menukar sesuatu harta 

dengan harta yang lain dengan jalan suka sama suka. Sayyid Sabiq 

mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau 

memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jadi, jual beli 

adalah suatu akad persetujuan antara dua orang atau lebih mengenai benda, 

kedua pihak saling menukarkan bendanya secara kerelaan sehingga mereka 

dapat memiliki benda itu secara keseluruhan untuk jangka waktu yang telah 

ditetapkan.4 

       Salah satu dalil (landasan syariah) yang berkaitan dengan jual beli yaitu, 

terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 29: 

                                                           
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2-3. 
3 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2017), 101. 
4 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 140-141. 
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ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن ترََ 
َ
َٰٓ أ َٰلكَُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ إلِّاَ مۡوَ

َ
كُلُوَٰٓاْ أ

ۡ
هَا ٱلَّذِلنَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ يُّ

َ
أ اضٖ مِّنكُمۡۚۡ وَلاَ يَََٰٰٓ

َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗا  نفُسَكُمۡۚۡ إنَِّ ٱلّلَ
َ
  ٢٢تَقۡتُلُوَٰٓاْ أ

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” 5 

 

       Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang 

kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara ba>til, konteks ini 

memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang 

bertentangan dengan syara’ seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif 

(maysi>r / judi) atau mengandung unsur ghara>r, selain itu ayat ini juga 

memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan 

harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.6 

       Dengan berpedoman ayat di atas, seharusnya manusia senantiasa 

berbuat jujur dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai seorang 

muslim. Manusia harus selalu hati-hati dalam berbuat dan meyakini bahwa 

setiap perbuatannya selalu diawasi oleh Allah SWT, dengan begitu akan 

tercipta suatu masyarakat yang rukun dan damai. 

       Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada pada manusia, suka 

mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-

sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan 

                                                           
5 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya …, 122. 
6 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70. 
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dengan lancar dan teratur. Seringkali manusia lalai ataupun kurang 

mengetahui bahwa dalam konsep bisnis dalam Islam kita tidak boleh mencari 

keuntungan dengan cara yang batil. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:7 

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan 

jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-

buahan yang putiknya pun belum mencul di pohonnya, atau anak sapi 

yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. 

2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti 

menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang 

di udara. 

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, 

tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana 

terdapat dalam sabda Rasulullah saw. tentang memperjualbelikan ikan 

di dalam air. 

4. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, 

karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak 

mengandung makna harta. 

5. Jual beli al-‘urbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui 

perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang 

diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan 

setuju, maka jual beli sah. 

                                                           
7 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 28-31. 
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6. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak 

boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang 

merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh 

diperjualbelikan. 

       Dalam fiqh al-mu’a>malah termasuk hukum ekonomi dan bisnis Islam 

berlaku kaidah “ al-As}lu fi al – Mu’a>mala>ti al-Iba>h}ah h}atta yaku>na al- D{ali>l 

‘ala> tahri>miha”, karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan 

bisnis berlaku hukum boleh (al- Iba>h}ah), kecuali terjadi penyimpangan dari 

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh al-Qur’an, as-Sunnah, maupun Ijma’. 

Indikator keharaman tersebut akan bisa terdeteksi melalui analisis prinsip 

dan Etika Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap berbagai kegiatan 

perekonomian dan bisnis tidak sesuai dengan prinsip dan etika Hukum 

Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kegiatan perekonomian dan bisnis tersebut 

haram atau makruh hukumnya.8 

       Di era yang semakin maju dan canggih mendorong kemajuan dalam 

bidang teknologi, terlebih pada bidang teknologi informasi. Pesatnya 

kemajuan teknologi tidak bisa pungkiri semakin memanjakan manusia, 

contohnya dalam hal informasi. Dengan berkembangnya teknologi 

informasi, kebutuhan manusia dalam mengakses informasi global dapat 

dipenuhi dengan cepat menggunakan teknologi internet. Dengan internet, 

pengguna internet dapat mengakses lebih cepat dan mudah untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan.  

                                                           
8 Suqiyah, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014), 47. 
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       Penggunaan teknologi internet terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Kebutuhan internet sudah hampir diperlakukan sebagai salah satu kebutuhan 

sehari-hari. Beragam informasi, hiburan dan ilmu pengetahuan semuanya 

tersedia dan dapat diakses oleh pengguna internet. Kebutuhan manusia pada 

teknologi internet menjadi kebutuhan primer, tidak hanya bagi orang yang 

hidup di perkotaan saja bahkan di pedesaan, umur antara yang muda maupun 

yang tua semua membutuhkan internet. Dalam mengakses internet, orang 

memerlukan sebuah data yang disediakan oleh provider yang memiliki 

kemampuan mengakses internet dengan cepat dan efisien. 

       Seiring dengan kebutuhan internet yang semakin meluas, dibarengi juga 

dengan menjamurnya counter penjualan perdana paket internet. Konsumen 

juga dimanjakan dengan banyaknya pilihan operator internet provider yang 

cukup banyak di Indonesia, contohnya seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan 

masih banyak lagi. Masing-masing operator juga menyuguhkan varian 

jumlah kuota untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan konsumen yang 

tentunya dengan harga yang bervariatif. Karena banyaknya varian ini pula 

yang sering dimanfaatkan penjual untuk melakukan kecurangan dalam 

memasarkan dagangannya. 

       Penjual seringkali tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait 

masa aktif dan jumlah total kuota yang sebenarnya dari perdana paket 

internet tersebut. Seringkali ditemukan bahwa perdana paket internet 

dengan harga yang berbeda, ketika diaktifkan dan dicek ternyata memiliki 

jumlah kuota yang sama. Ada juga yang masa aktif paket internetnya tidak 
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sesuai dengan informasi yang ditulis oleh penjual. Melihat kasus 

permasalahan yang seperti ini tentunya cukup merugikan konsumen. 

       Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan 

pelaksanaan transaksi (akad/aqd) yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-

Hadith. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan 

angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang 

timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya 

suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan fair, maka akan 

menghasilkan profit dan benefit yang halal dan berkah.9 

       Tindakan terpuji yang paling dibutuhkan dalam bisnis adalah menjaga 

kepercayaan. Inilah derajat bisnis yang paling tinggi. Dalam level ini, bisnis 

bukan sekedar memperoleh keuntungan semata. Lebih dari itu, bisnis adalah 

mempertahankan eksistensi bisnis dan meningkatkan ekspansinya. Untuk 

mencapai hal ini, perlu loyalitas stakeholder, antara lain: pelanggan, 

karyawan, pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat sekitar.10 

       Tidak diragukan lagi bahwa kepercayaan konsumen memainkan peranan 

vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Itulah sebabnya mengapa 

semua pelaku bisnis dengan skala besar melakukan segala daya dan upaya 

untuk membangun kepercayaan konsumen. Pada saat yang sama masalah 

keakuratan takaran tidak boleh diabaikan. UUPK menjelaskan bahwa itikad 

baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan 

                                                           
9 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2017), 15. 
10 Bambang Subandi, Etika Bisnis Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 58. 
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dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa 

kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang 

sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan 

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.11 

       Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga 

menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada 

kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau 

memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan 

dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak 

sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 

menurut ukuran yang sebenarnya.12 

       Berdasarkan banyaknya praktik permainan harga dan informasi terkait 

jumlah kuota dalam penjualan perdana paket internet, maka perlu ada 

peninjauan terhadap praktik jual beli tersebut agar konsumen dapat lebih jeli 

dalam membeli produk tersebut. Maka penulis dalam hal ini mengangkat 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket 

Internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya”. 

 

 

 

                                                           
11 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Ombak, 2014), 61. 
12 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 53. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-

kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan 

yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang 

telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas 

masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk 

dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Identifikasi dan Batasan 

Masalah ditulis dengan kalimat deklaratif.13 

       Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dan dapat dikaji sebagai 

berikut: 

1. Praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo. 

2. Kesesuaian kuantitas kuota perdana paket internet dengan yang 

ditawarkan penjual. 

3. Pertentangan terkait kesesuaian produk yang ditawarkan penjual dengan 

kuantitas kuota aslinya menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

4. Keabsahan transaksi jual beli perdana internet di Tenggilis Mejoyo 

menurut hukum Islam. 

                                                           
13 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 

Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: 2014), 8. 
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       Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, di sini penulis membatasi 

hanya kepada dua pokok masalah saja, yaitu: 

1. Praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo. 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap 

praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo ? 

 

C. Rumusan Masalah 

       Rumusan Masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui 

penelitian.14 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo 

Surabaya ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli perdana paket 

internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya ? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.15 Maka di 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan topik dan masalah, diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis “Sulastri” dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Promosi Tarif Operator Seluler di Indonesia”. Skripsi tersebut 

penyusun mengangkat masalah terkait boleh (h}a>lal) atau tidak boleh 

(h}aram) melakukan promosi dengan menyebutkan tarif yang kurang 

transparan dari segi tinjauan hukum Islam. Skripsi ini menghasilkan 

kesimpulan bahwasannya operator seluler di Indonesia dalam 

melakukan program promosinya menonjolkan sisi lebihnya dan tidak 

menjelaskan secara transparan semua syarat dan ketentuan tarif yang 

berlaku sehingga hasil dari promosi tersebut kurang sesuai dengan 

tujuan promosi itu sendiri, maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan 

ketentuan Hukum Islam.16 

2. Skripsi yang ditulis “Irma Sari Ramadhani” dengan judul “Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Atas Pengguna Paket Internet Pada Telepon 

Seluler”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi 

pengguna internet sebenarnya telah diberikan kepada konsumen yakni 

berupa kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha terkait sebuah 

pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap penggunaan 

layanan akses internet berupa paket internet dan kewajiban setiap 

                                                           
16 Sulastri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Tarif Operator Seluler di Indonesia” 

(Skripsi – UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009). 
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pelaku usaha telekomunikasi untuk bertanggungjawab atas segala 

kesalahannya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi konsumen.17 

3. Skripsi yang ditulis “Anin Dita Astila” dengan judul “Analisis Hukum 

Islam terhadap Pembelian Paket Internet Pelanggan Axis (Studi Kasus 

di XL Cabang Surabaya)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana 

proses pembelian paket internet pelanggan Axis dilakukan dengan 

sistem kode, kemudian memilih paket yang diinginkan. Dalam 

pembelian paket internet pelanggan Axis tersebut mengandung unsur 

ghara>r dalam transaksi jual beli dan pemanfaatan obyek transaksi, 

sejalan dengan kesimpulan maka provider Axis disarankan untuk selalu 

meningkatkan kualitas suatu produk layanan internet dan jaringan.18 

4. Skripsi yang ditulis “Muhammad Idris Harahap” dengan judul “Hukum 

Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid 

Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur 

Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)”. Skripsi tersebut 

mengangkat masalah transaksi jual beli paket kuota internet oleh 

masyarakat di Jalan Imam Bonjol hanya melihat dari segi 

keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan 

menurut shari’at agama Islam dan pandangan salah satu ulama, yakni 

Sayyid Sabiq. Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, bahwa barang yang 

                                                           
17 Irma Sari Ramadhani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengguna Paket Internet 

Pada Telepon Seluler” (Skripsi— Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016). 
18 Anin Dita Astila, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembelian Paket Internet Pelanggan Axis 

(Studi Kasus di XL Cabang Surabaya)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017). 
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diperjualbelikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan 

kualitas) dan harganya. Jika salah satunya tidak diketahui, jual beli 

menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau 

ketidakjelasan (ghara>r).19 

       Sedangkan yang membedakan skripsi penulis dengan beberapa skripsi di 

atas ialah, dalam penelitian ini penulis mempermasalahkan terkait taktik 

atau cara dari penjual untuk menyiasati harga dengan tidak memberikan 

informasi kuota secara real untuk dapat menjualnya dengan harga yang 

variatif dalam satu jenis produk yang sama. Selain itu penulis juga tidak 

hanya meninjau permasalahan tersebut hanya dari segi hukum Islam saja, 

melainkan juga meninjau dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli perdana paket internet di 

Tenggilis Mejoyo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU. No. 8 Tahun 1999 

terhadap praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo. 

 

                                                           
19 Muhammad Idris Harahap,“Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif 

Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran 

Timur Kabupaten Asahan)” (Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan, 2017). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

       Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan terhadap pengembangan hukum Islam, khusunya 

terkait bidang muamalat. 

2. Kegunaan Praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media penerapan ataupun 

masukan bagi setiap pembacanya serta untuk peneliti selanjutnya, agar 

dapat dijadikan sebagai sebuah landasan berfikir dalam melakukan 

proses kegiatan jual beli dan sosialisasi di masyarakat. Adapun 

kegunaan bagi pemerintah sebagai media monitoring terhadap para 

pelaku usaha kecil yang mungkin lepas dari jangkauan. 

 

G. Definisi Operasional 

       Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jaul Beli Perdana Paket 

Internet di Tenggilis Mejoyo”, agar dalam pembahasan selanjutnya tidak 

menimbulkan penyimpangan dalam penafsiran dan guna menghindari 
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adanya kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul, penting bagi 

penulis untuk menjelakan bagian-bagian operasional dari judul tersebut 

sebagai berikut : 

Hukum Islam : adalah seperangkat aturan yang bersumber 

dari Alquran, hadis, dan pendapat ahli 

hukum Islam mengenai akad jual beli.20 

UU No. 8 Tahun 1999 : adalah Undang-undang yang membahas 

tentang perlindungan kosumen yang di 

dalamnya menjelaskan segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan terhadap 

konsumen. Sebagaiamana yang dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf f yang menerangkan 

bahwa pelaku usaha dilarang 

meperjualbelikan barang yang tidak sesuai 

dengan janji yang dinyatakan dalam label, 

etikel, keterangan, iklan atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa tersebut.21 

Jual Beli Perdana Paket 

Internet 

: adalah salah satu bentuk transaksi jual beli 

dengan obyek perdana paket internet yang 

dalam mekanisme penjualannya terdapat 

                                                           
20 Pengertian Hukum Islam, https://kbbi.web.id/hukum.html diakses pada tanggal 10 Maret 2018. 
21 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.. 

https://kbbi.web.id/hukum.html
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prakik permainan harga dan informasi kuota 

dari pihak penjual untuk dapat memberikan 

pilihan kepada konsumennya. 

       Jadi yang dimaksud dengan judul di atas ialah penelitian tentang 

bagaimana tinjauan hukum Islam (Alquran, hadis, dan pendapat ahli hukum 

Islam) dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap 

praktik dalam mekanisme penjualan perdana paket internet di Tenggilis 

Mejoyo Surabaya. 

 

H. Metode Penelitian 

       Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.22 

       Beberapa aspek yang digunakan dalam sub-bab “Metode Penelitian” ini 

berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, 

pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, yang semuanya itu 

akan penulis rincikan sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tenggilis Mejoyo Surabaya 

dengan mengambil sampling beberapa penjual perdana paket internet di 

kelurahan tersebut. Alasan kenapa memilih lokasi di atas ialah karena 

                                                           
22 Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 2001), 1. 
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lokasi tersebut sangat sesuai dengan masalah yang penulis angkat dalam 

penelitian ini, dikarenakan terdapat cukup banyak counter penjualan 

perdana paket internet. Selain itu memiliki masyarakat yang beragam, 

mulai dari anak-anak hingga dewasa yang memiliki tingkat konsumtif 

cukup tinggi prihal penggunaan perdana paket internet. 

2. Data yang Dikumpulkan 

       Dengan melihat permasalahan di atas, maka data yang perlu digali 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data terkait praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis 

Mejoyo Surabaya. 

b. Data terkait tolak ukur konsumen dalam membeli atau memilih 

perdana paket internet. 

3. Sumber Data 

       Sumber data adalah semua keterangan yang dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk 

statistik atau dalam bentuk lainnya guna penelitian tersebut.23 Sumber 

data di sini meliputi : 

a. Sumber primer 

       Yaitu sumber pertama yang diperoleh melalui prosedur dan 

tehnik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun 

penggunaan instrumen khusus yang dirancang sesuai dengan 

                                                           
23 Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori dan praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87. 
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tujuannya.24 Adapun sumber primer yang penulis gunakan sebagai 

berikut: 

1) Penjual perdana paket internet yang ada di sekitaran Kelurahan 

Tanggilis Mejoyo, Surabaya. Penulis mengambil 3 (tiga) 

sampling penjual dalam hal ini. 

2) Konsumen yang membeli perdana paket internet pada para 

penjual dan berdomisili di Tenggilis Mejoyo. 

b. Sumber sekunder 

       Yaitu yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya 

berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.25 Data yang 

bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini antara 

lain: 

1) J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, Prilaku Konsumen dan Strategi 

Pemasaran 

2) Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran 

3) John A. Pearce dan Richard B. Robinson, Jr, Manajemen 

Strategis 

4) Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam 

5) Bambang Subandi, Etika Bisnis Islam 

 

 

                                                           
24 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36. 
25 Ibid, 38. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis sebagai bahan 

penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

       yaitu sebuah penggalian data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung, mendengar, memperhatikan, dan 

mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi 

sumber data.26 Dalam hal ini, penelitian dilakukan secara langsung 

di beberapa counter penjualan perdana paket internet dengan 

mengamati aktivitas jual belinya. 

b. Interview (wawancara) 

       Menurut Kartono, interview  atau wawancara adalah proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam 

mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan.27 Yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini adalah para penjual atau pemilik 

counter dan juga beberapa konsumennya. Diharapkan peneliti 

dengan ini bisa memperoleh data yang valid terkait transaksi jual 

beli tersebut sehingga dapat dijadikan data untuk penelitian. 

 

                                                           
26 Adi Riyanto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 70. 
27 Cholid Narbukodan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: BumiAksara, 2009), 83. 
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c. Studi Pustaka 

       ialah teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai 

literature yang memiliki keterkaitan materi dengan permasalahan 

yang sedang diteliti. Adapun bahan pustaka literatur yang akan 

digali adalah Alquran, kitab-kitab Hadis, dan buku-buku mengenai 

jual beli menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. 

5. Teknik Pengolahan Data 

       Untuk mengolah data-data yang telah berhasil dikumpulkan dalam 

penelitian ini, penulisan melakukan tahapan-tahapan berikut: 

a. Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan 

untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. 

b. Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.28 

6. Teknik Analisis Data 

       Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analisis yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah 

terkumpul. Setelah itu data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif 

yaitu memaparkan teori jual beli dalam hukum Islam dan UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diakui secara umum 

dan digunakan untuk menganalisis praktik jual beli perdana paket 

internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya. Hasil analisis data 

                                                           
28Andi Prastowo, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210. 
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mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.        

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian ini, 

maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap 

bab menjelaskan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab 

selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. 

Tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut: 

       Bab Pertama berisi pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan 

dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam 

sembilan sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

       Bab Kedua berisi tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan UU 

No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan hasil 

cakupan dari beberapa literatur. Bab ini berisi teori- teori yang meliputi 

Pengertian Jual beli, Dasar Hukum Jual beli, Syarat sah Jual beli, Prinsip dan 

Etika Jual beli, hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen menurut 

UU perlindungan konsumen, serta sanksi bagi pelanggaran pasal UUPK. 

       Bab ketiga, berisi tentang praktik jual beli perdana paket internet di 

beberapa counter penjualan yang berada di sekitaran kelurahan Tenggilis 
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Mejoyo Surabaya. Dalam bab ini berisi tentang profil penjual dan pembeli, 

mekanisme penjualan perdana paket internet, latar belakang yang mendasari 

mekanisme tersebut, dasar pemikiran pembeli dalam memilih paket internet, 

dan tingkat kepuasan pembeli setelah membeli perdana paket internet. 

       Bab Empat berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif 

terhadap praktik jual beli perdana paket internet. Dalam bab ini akan 

dijelaskan analisis praktik permainan harga dan informasi kuota dalam 

penjualan perdana paket internet dengan tinjauan hukum Islam dan UU No.8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

       Bab Lima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang di 

dalamnya memuat kesimpulan akhir dari analisis penulis terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, dan kemudian dilanjutkan 

dengan saran-saran terhadap pembahasan tersebut. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UUPK 

 

A. Jual Beli dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

       Jual-Beli (ُاَلْبَيْع) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. Kata, ُُاَلْبَيْع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yaitu kata:  ءُاَلش َّرِا (beli). Dengan demikian kata berarti 

kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata ُُاَلْبَيْع “beli”.1 

       Adapun pengertiannya menurut istilah syariat, maka para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisakannya, namun sedikit sekali definisi yang 

komprehensif. Barangkali definisi yang paling komprehensif adalah, saling 

bertukar harta, walaupun dalam bentuk jaminan atau manfaat (jasa) yang 

dibolehkan --seperti perlintasan di rumah dengan sesuatu yang setara dari 

salah satunya-- bersifat permanen, yang tidak berupa riba dan tidak pula 

berupa pinjaman.2 

                                                           
1 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003), 113. 
2 Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah, Jilid. 5, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-

Tazkia, 2008). 369. 
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       Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ mengatakan bahwa jual beli adalah 

tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. 

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni> mendefinisikan jual beli dengan tukar 

menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan 

menerima hak milik.3 Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan 

harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara’.4 

       Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli 

adalah saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memberi 

kepemilikan atas dasar suka sama suka dan dilakukan  dengan cara yang 

diperbolehkan oleh syara’. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

       Para ulama Islam sejak jaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa bai’ 

secara umum hukumnya mubah.5 Jual beli sebagai sarana tolong-menolong 

antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam 

Alquran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Alquran dan 

sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain: 

a. QS. Al-Baqarah ayat 275:6 

مَ ٱلرَِّبَوٰا ْۚ ... ُ ٱلۡبَيۡعَ وحََرََ
حَلََ ٱلَلَّ

َ
 ...وَأ

                                                           
3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

25. 
4 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74. 
5 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah, (Suarabaya: UINSA Press, 2014), 98. 
6 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Jamunu, 1965), 69. 
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“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”  

b. QS. An-Nisa>’ ayat 29:7 

مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم 
َ
كُلُوَٰٓا  أ

ۡ
ينَ ءَامَنُوا  لاَ تأَ ذِّ

هَا ٱلََ يَُ
َ
أ ِّجَرَٰةً عَن ترََاضٖ مَِّنكُمْۡۚ يََٰٰٓ ن تكَُونَ ت

َ
َٰٓ أ ِّلََا لِّ إ ِّٱلۡبَطِّٰ   ...ب

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” 

 

       Dalam melakukan jual beli, Islam juga telah menganjurkan bagi umatnya 

agar selalu berbuat adil dan jujur demi terpenuhinya semua hak dan 

kewajiban masing-masing. Sebagaimana yang terlampir dalam 

c. QS. An-Nahl ayat 91:8 

وۡفوُا  
َ
ِّعَهۡدِّ  وَأ ِّ ب يمَۡنَٰ إِّذَا عَهَٰدتَُمۡ وَلاَ تنَقُضُوا   ٱلَلَّ

َ
هَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ  ٱلۡأ َ بَعۡدَ توَۡكِّيدِّ ْۚ إِّنََ  ٱلَلَّ َ ٱعَليَۡكُمۡ كَفِّيلاً  لَلَّ

  ١٩يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ 

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang kamu perbuat” 

 

Dalil hadis Nabi saw tentang jual beli salah satunya ialah H.R Ahmad 

yang bersumber  dari Rafi’ bin Khadij: 

 قِيلَُيَاُرَسُولَُالل َّهُِأيُ ُالْكَسْبُِأَطْيَبُُقَالَُعَمَلُُالر َّجُلُِبِيَدِهُِوكُلُ ُبَيْعٍُمَبْرُوْرٍُ

                                                           
7 Ibid, 122. 
8 Ibid, 415. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 

 

 

Artinya: 

Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling 

baik. Rasulullah saw menjawab: “usaha tangan (karya) manusia sendiri 

dan setiap jual beli yang baik”.9 

 

Ijma’ ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.10 

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat 

bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual 

beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada 

harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak 

akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah 

diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai 

dengan yang diinginkannya.11 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

       Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun 

jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-

ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut 

                                                           
9 Ahmad ibn Hanbal, Sunan Ahmad. Hadith no. 16628. Kitab Mausu>’ah al-Hadi>s\ ash-Shari>f dalam 

Suqiyah Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63. 
10 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…, 75 
11 Saleh Al-fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani,2005), 369. 
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shara’ (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat 

adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu 

tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, 

namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.12 

       Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi 

rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang 

ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi 

(muat}ah).13 Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, 

yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), s}ighat (lafal ijab 

dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.14 

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli) 

       Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang 

diperbolehkan secara shara’ untuk melakukan suatu akad.15 Syarat yang 

terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu: 

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. 

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang 

gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak 

                                                           
12 Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50. 
13 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65. 
14 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 5..., 29. 
15 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah…, 99. 
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disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah 

mumayyiz adalah sah; 

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena 

tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia 

menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.16 

b. Shighat (Ijab dan Kabul) 

       Yaitu serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. 

Misalnya, perkataan penjual, “Saya menjual kepadamu”, atau “Saya 

menyerahkannya kepadamu’, atau “Saya memberimu dengan harga 

sekian...”. Pembeli menjawab, “Saya membeli”, atau “Saya menerima”, 

atau yang semisalnya. Sah jual beli dengan akad perbuatan dari satu 

belah pihak atau dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.17 

       Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan 

kabul  itu sebagai berikut: 

1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur 

ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan 

perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad; 

2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual 

buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli 

                                                           
16 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26. 
17 Muhammad Shalih Al-Munajjid, Intisari Fiqih Islam, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi, 

(Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), 147. 
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buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul 

tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 

3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membecirakan topic 

yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri 

sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas 

lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia 

ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh,  jual beli ini 

tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus 

dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja 

diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli 

sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama 

yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah 

berubah.18 

c. Barang yang diperjualbelikan (Ma’qud ‘alaih ) 

       Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
18 Abdul Rahman Ghazaly dkk., Fiqh Muamalat , (Jakarta: Kencana, 2010), 73. 
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1) Barang Itu Ada 

       Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang 

semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih 

di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai 

dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan 

dalam proses ini dihukumkan sebagai barang yang ada.19 

2) Bersih Barangnya 

       Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang 

yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai 

benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. 

       Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan 

mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat 

dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan 

“diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah 

yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan 

perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.20 

                                                           
19 Ibid, 75. 
20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung: Alma’arif, 1988), 54. 
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       Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-

barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh 

diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan 

bahan makanan. 

3) Dapat Dimanfaatkan 

      Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah 

kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama 

(shariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak 

bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu 

barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang 

bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat 

dikatakan tidak bermanfaat. 

4) Milik orang yang melakukan akad 

       Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli 

atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau 

telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 

       Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang 

yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, 

dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang 

suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa 

dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual 
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beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas 

barang milik istrinya itu batal. 

5) Mampu menyerahkan 

       Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual 

(baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan 

barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan 

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan 

barang kepada pembeli. 

6) Mengetahui 

       Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. 

Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. 

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat 

sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, 

timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut 

pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang 

jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran. 

7) Barang yang diakadkan di tangan 

       Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum 

di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab 
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bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan 

sebagaimana telah diperjanjikan.21 

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga) 

       Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam 

akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. 

Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak 

yang akad.22 

       Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan 

at-thaman dengan as-si’r. Menurut mereka, at-thaman adalah harga pasar 

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan as-

si’r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang 

sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang 

itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan 

konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat 

dipermainkan oleh para pedagang adalah at-thaman.23 

       Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai 

berikut: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

                                                           
21 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143-

146. 
22 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…, 87. 
23 Abdul Rahman Ghazaly dkk., Fiqh Muamalat..., 76. 
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2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 

dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus 

jelas. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan oleh shara’, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis 

benda ini tidak bernilai menurut syara’.24 

4. Etika dan Prinsip Jual Beli 

       Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep 

halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Untuk itu, sebagai masyarakat muslim tentu harus 

selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas ekonominya 

terutama dalam hal jual beli. 

       Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Ar-Rid}a, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar 

kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract ). 

b. Persaingan sehat (fair competition ). Mekanisme pasar akan terhambat 

bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar ) atau monopoli. Monopoli dapat 

                                                           
24 Ibid, 76-77. 
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diartkan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan 

konsumen atau orang banyak. 

c. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting 

dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. 

Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam 

bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung 

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan 

masyarakat secara luas. 

d. Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip 

ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.25 

Adapun dalam jual beli, juga memiliki beberapa etika, diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. 

      Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam 

semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan. 

Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah 

sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi 

transaksi jual beli sama sekali. 

 

                                                           
25 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung: Alfabeta, 2013), 268-269. 
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b. Berinteraksi yang jujur. 

       Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya 

tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, 

dan biayanya. 

c. Bersikap toleran dalam bertransaksi. 

       Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara 

menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam 

menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. 

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. 

       Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam 

jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi bagi nama Allah. 

e. Memperbanyak sedekah. 

       Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah 

sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, 

melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan 

sebagainya. 

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. 

      Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga 

mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan 

utang.26 

                                                           
26 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam…, 27-28. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 

 

 

5. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang 

       Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama 

tidak membedakan antara fasid dengan batal. Dengan kata lain, menurut 

jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli s}ah}i>h dan jual beli 

fasid. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli 

s}ah}i>h, fasid, dan batal.27 

       Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada 

       Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. 

Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum 

muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya 

telah ada. Namun menurut pakar fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual 

beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan 

tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, 

boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena 

tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis Rasulullah jual beli seperti ini. 

Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya, tidak 

termasuk jual beli tipuan. 

                                                           
27 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…, 93. 
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b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti 

menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan 

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke 

dalam kategori bay’ al-ghara>r (jual beli tipuan). 

c. Jual beli benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena 

semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung 

makna harta. 

d. Jual beli al-‘urbun, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui 

perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang 

diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan 

setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada 

penjual menjadi hibah bagi penjual. 

e. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak 

boleh dimiliki seseorang, karenaair yang tidak dimiliki seseorang 

merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. 

Hukum ini disepakatijumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, 

Syafi’iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut 

jumhur ulama boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang 

dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri. 

f. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi 

ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga 
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dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah 

jual beli al-muzabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding).28 

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah SWT dan Rasul-Nya 

memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus 

ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah 

menghindari unsur ghara>r, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi 

ghara>r dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya oleh Yusuf 

As-Subaily yang menyebut ghara>r adalah jual beli yang tidak jelas 

kesudahannya.29 Jual beli ghara>r adalah transaksi yang mengandung tipuan 

dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.30 

Ghara>r dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam 

akad bai’. Penyebab terjadinya ghara>r adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan 

tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Fisik barang tidak jelas. 

Misalnya, penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada 

dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000,-“ dan pembeli tidak tahu fisik 

barang yang berada di dalam kotak. 

                                                           
28 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)..., 28-31. 
29 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105. 
30 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2009), 18. 
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b. Sifat barang tidak jelas. 

Misalnya, penjual berkata: “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan 

harga 50juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut 

dan tidak tahu sifatnya. 

c. Ukurannya tidak jelas. 

Misalnya, penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini 

dengan harga 10juta rupiah”. 

d. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya. 

e. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan 

yang hilang.31 

       Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk ghara>r yang dapat 

terjadi ialah tadlis. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan 

pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan 

diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti 

yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan 

dan terjadi kecurangan/penipuan (tadlis). Dalam Islam hal ini juga dilarang 

karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena 

unsur ‘antara>d}in minkum (rela sama rela) dilanggar.  

                                                           
31 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam..., 105. 
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       Larangan jual beli tadlis terdapat dalam hadist yang salah satunya ialah 

HR. Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dinar:32 

عَلَيْهُِوَسَل َّمَُُي اُالل َّهُُلٍُالل َّهُِصَل َّلِرَسُوُْقُوْلُُذَكَرَُرَجُلٌديْناَرٍُأَن َّهُُسَمِعَُابْنَُعُمَرَُيَعَنُْعَبْدُِالل َّهُِبْنُِ

اَبَةَُفَكَانَُليُوعُِفَقَالَُرَسُولُُالل َّهُِصَل َّي اُالل َّهُُعَلَيْهُِوَسَل َّمَُمَنُْبَايَعْتَُفَقُلُْلاَُخِأن َّهُُيُخْدَعُُفِيْ اُالْبُ

 إِذَاُباَيَعَُيَقُوْلُُلاَُخِيَابَةَُ

Artinya: 

Hadith riwayat dari Abdullah bin Di>na>r, bahwa ia telah mendengar Ibnu 

Umar berkata: “pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada 

Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah 

saw bersabda: “siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus 

berkata: “tidak ada penipuan”, oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka 

tidak boleh ada penipuan”. 

 

       Tadlis juga dapat terjadi dalam beberapa bentuk praktik, dan berikut 

adalah macam-macam tadlis yang dapat terjadi: 

a. Tadlis dalam kuantitas 

       Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual 

barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. 

Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Jumlahnya banyak dan 

tidak mungkin dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan 

                                                           
32 Al-Bukha>riy, “Sahih al-Bukha>rri>y”, Hadith no. 2826. Kitab: al-Buyu>’. Ba>b: La> yukhda’ fi al-Bay’, 

dalam Suqiyah Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 65-66. 
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penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada 

pembeli. 

b. Tadlis dalam kualitas 

       Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan 

cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas adalah 

pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer 

bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan 

harga tiga juta rupiah. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual 

komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual 

komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya 

dengan harga yang sama, yakni tiga juta rupiah. Pembeli tidak dapat 

membedakan mana komputer yang kualifikasi rendah dan mana yang 

tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi 

komputer yang dijual. 

c. Tadlis dalam harga 

       Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan 

harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena 

ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut ghaban. 

       Katakanlah seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta 

api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga 
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pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakan 

pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp 12.000,-. Supir 

taksi menawarkan dengan harga Rp 50.000,- setelah tawar-menawar, 

akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,-. Nah, meskipun kedua 

pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan musafir 

bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam kondisi tertipu. 

d. Tadlis dalam waktu pembayaran 

       Seperti juga pada tadlis (penipuan) dalam kualitas, kuantitas, harga, 

tadlis dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan 

jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan 

barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahakan 

barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi tadlis dalam waktu 

penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun 

jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah 

sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya pelarangan tadlis waktu 

penyerahan, maka segala transaksi haru jelas, kapan pemindahan hak 

milik dan hak guna terjadi.33 

 

 

                                                           
33 Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: 

Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 104-114. 
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B. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

       Di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.34 Keinginan yang hendak dicapai dalam 

perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. 

       Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, 

yaitu: 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 

konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil 

kepada konsumen.35 

       Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 

hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan 

sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan 

publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah 

SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat 

Islam merupakan kewajiban negara. 

                                                           
34 Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
35 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152. 
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2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

       Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, 

sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. 

Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan 

dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma 

yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk 

menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, 

maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terusmus 

dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.36 

       Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barng dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

                                                           
36 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52. 
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.37 

 

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk 

dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari 

pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering 

dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi 

“persaingan curang” (unfair competition) atau “persaingan usaha tidak 

sehat”.38 

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki 

kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPK sebagai berikut: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.39 

 

3. Hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha 

       Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap 

kegiatan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor 

pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit 

kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua pihak yang 

                                                           
37 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
38 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 52. 
39 Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen 

disebut sebagai produsen.40 

       Pengaturan pada kegiatan produksi diatur pada pasal 8 UUPK. Pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang: 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan perundangan-undangan; 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, 

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat; 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

perundangan yang berlaku.41 

                                                           
40 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen…, 65. 
41 Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

(produsen) digunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang 

yang dilakukan oleh produsen. Ketentuan tentang pelarangan bagi produsen 

ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat 

meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan. 

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan 

memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang 

dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan 

tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa 

yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara 

lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, 

etiket, iklan, dan lain sebagainya.42 

4. Sanksi Pelaku Pelanggaran UUPK 

       Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab 

atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma dan beberapa 

perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha 

yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 

                                                           
42 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen…, 64. 
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Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa 

sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.43 

       Apabila iklan berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen, 

maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk 

meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kegiatan 

periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang 

terdapat dalam UUPK. Secara garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri 

muncul terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu: 

a. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang sebenarnya; 

b. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan/atau media 

periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.44 

Dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban para 

pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan 

tersebut. Misalnya, bagi pengiklan dimungkinkan berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut.45 

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

                                                           
43 Ibid, 70. 
44 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan, 

(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010),  
45 Ibid, 
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atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

 

       Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat 

untuk memaksa agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan 

mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran 

sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak 

akan melakukan hal yang sama. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 

 

BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI PERDANA PAKET INTERNET DI TENGGILIS 

MEJOYO SURABAYA 

 

A. Profil Penjual dan Pembeli di Tenggilis Mejoyo 

1. Profil Penjual 

       Penjual atau yang dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan 

sebagai pelaku usaha adalah merupakan setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.1 

       Penjual di sini yang dimaksud adalah penjual perdana paket internet 

yang counter penjualannya berada di sekitaran wilayah kelurahan 

Tenggilis Mejoyo. Peneliti mengambil sample dari masing-masing titik 

wilayah kampung yang ada di kelurahan Tenggilis Mejoyo sehingga data 

yang didapat memiliki perbedaan dengan latar belakang kampung dan 

kondisi masyarakat yang berbeda. Beberapa titik wilayah yang saya 

maksud adalah Tenggilis Lama, Tenggilis Kauman, Tenggilis Mulya, dan 

Tenggilis Mejoyo. 

                                                           
1 Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 

 

       Penjual pertama adalah bernama Esa, pemuda yang juga masih sibuk 

sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Surabaya ini belum 

lama membuka counter penjualan perdana paket internet. Ia mengaku 

menjalankan usaha ini awalnya dari ajakan teman yang sudah lebih dulu 

menggeluti usaha ini cukup lama. Dari temannya itulah dia banyak belajar 

teknik penjualan dan akhirnya bisa membuka counter sendiri yang berada 

di samping rumahnya di Tenggilis Lama. 

       Yang kedua adalah Abdullah, yang sudah lama menggeluti usaha ini. 

Ia bukan orang asli Surabaya dan merupakan pendatang yang berasal dari 

kota Nganjuk. Awalnya ia hanya membuka counter kecil-kecilan di 

samping warung tempat ia berjualan es tebu. Selang beberapa tahun 

akhirnya ia berhasil membuka toko counter sendiri, tak jauh dari warung 

tempat ia berjualan es tebu yakni di sekitar jalan raya Tenggilis Mejoyo. 

       Dan terakhir adalah Ziya’, pemilik counter di kampung Tenggilis 

Kauman. Sudah ada sekitar enam tahun ia menggeluti usaha ini, yang 

merupakan usaha sampingan dari pekerjaan aslinya sebagai salah satu 

pegawai di perusahaan swasta. Ia membuka counter penjualan di depan 

rumahnya yang jadi satu dengan toko kelontong. Selain menjual perdana 

paket internet, di counter miliknya juga terdapat aksesoris handphone 

seperti charger, powerbank, earphone, dan lain-lain. 

2. Profil Pembeli 

       Pembeli atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
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keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.2 

       Pembeli di sini adalah para pembeli perdana paket internet di 

counter-counter yang berada di sekitaran Tenggilis Mejoyo. Peneliti 

mengambil narasumber pembeli dari berbagai kategori mulai dari remaja 

hingga dewasa. Dengan narasumber yang bermacam-macam ini, peneliti 

dapat memperoleh data dengan latar belakang karakter dan kebutuhan 

internet masing-masing. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 

beberapa narasumber dengan berbagai profesi seperti pelajar, mahasiswa, 

karyawan swasta, pedagang, dan ibu rumah tangga. 

       Para pembeli di wilayah Tenggilis Mejoyo umumnya memiliki 

tingkat konsumtif yang cukup tinggi dalam hal pemakaian perdana paket 

internet, tetapi tidak tahu pasti bagaimana pembagian kuota pada perdana 

paket internet. Sebagai contoh, Dewi misalnya, ia mengaku hanya 

mengetahui terkait jumlah kuotanya saja, tanpa terlalu mempersoalkan 

bagaimana rincian pembagian kuota tersebut.3 

       Pendapat lain dari Ninis yang mengatakan bahwa pembagian kuota 

pada perdana paket internet terlalu banyak dan masing-masing operator 

berbeda. Hal itu membuatnya kurang terlalu diperhitungkan, karena 

terkadang ada kuota yang harus terbuang dikeranakan masa aktif habis.4 

Sama halnya dengan Fikri, yang dalam setiap membeli perdana paket 

                                                           
2 Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
3 Dewi Maslicha (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 13 Mei 2018. 
4 Nisvi Sinta Nuriah (Pembeli), Wawancara, Surabaya 21 April 2018. 
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internet hanya mengetahui rincian pembagian kuota berdasarkan 

informasi dari penjual saja.5 

       Itulah sedikit gambaran umum tentang pengetahuin pembeli dalam 

hal perdana paket internet dan informasi pembagian kuota di dalamnya. 

Kebanyakan kurang mengetahui isi pasti dari informasi kuota tersebut, 

dan hanya memahaminya dari apa yang diinformasikan oleh penjual. 

 

B. Praktik Jual Beli Perdana Paket Internet di Tenggilis Mejoyo 

1. Mekanisme Penjualan 

       Untuk mekanisme penjualan perdana paket internet ini terbagi dalam 

dua tahap, yaitu tahap penyetokan barang dan pemasaran barang kepada 

konsumen (pembeli). Pembagian tahapan ini untuk mempermudah dalam 

penjelasan mekanisme penjualan sehingga dapat dipahami dengan baik. 

a. Penyetokan barang 

       Setiap penjualan barang di counter tentunya harus ada yang 

namanya penyetokan barang atau pengadaan barang, karena di 

counter hanya menjual barang jadi alias kartu perdana yang siap pakai 

dan sudah terisi dengan paket internet di dalamnya. Pengadaan 

barang ini bisa didapat langsung dari produsen utama atau 

perusahaan-perusahaan operator atau para distributor yang 

mendistribusikan banyak perdana paket internet dari berbagai macam 

perusahaan operator jaringan seluler. 

                                                           
5 Miftakhul Fikri (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 22 Mei 2018. 
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       Peneliti telah merangkum 3 (tiga) sumber pengadaan perdana 

paket internet yang didapat dari narasumber penjual atau pemilik 

counter itu sendiri sebagai berikut: 

1) Sales perusahaan operator seluler 

       Umumnya setiap perusahaan operator jaringan seluler pasti 

memiliki sales yang memasarkan produk mereka. Para sales 

inilah yang mendatangi counter penjualan perdana paket internet 

dan menawarkan produk dengan berbagai pilihan paket internet 

sesuai nama perusahaan yang mereka bawa. Sales tersebut 

menjualnya secara grosiran kepada pemilik counter, sehingga 

harganya sedikit miring. 

       Keuntungan melakukan pengadaan ke sales ialah mereka 

yang mendatangi penjual, dan terkadang jika stok barang sedang 

banyak, sales bisa menjual barang mereka dengan harga di bawah 

pasaran sehingga penjual bisa mendapat untung lebih ketika 

menjualnya ke konsumen. Kalau kekurangannya itu karena 

barang tidak setiap waktu ada.6 

2) Aplikasi 

       Aplikasi yang dimaksud di sini adalah aplikasi khusus yang 

dibuat oleh perusahaan penyedia layanan saldo pulsa. Dengan 

aplikasi tersebut penjual dapat memperoleh informasi terkait 

update harga paket internet, promo, juga sebagai media 

                                                           
6 Abdullah (Penjual), Wawancara, Surabaya, 20 April 2018. 
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pengisian pulsa maupun pengisian perdana paket internet yang 

biasa disebut penjual sebagai “menembak”7. 

       Mekanisme pengadaan melalui aplikasi ini diawali dari 

penjual harus sudah memiliki kartu pedana kosongan (kartu 

perdana yang belum ada isi paket internet maupun pulsa) dulu, 

yang didapat dari perusahan operator jaringan seluler. Setelah 

itu, kartu tersebut ditembak dengan paket internet sesuai dengan 

yang dipilih penjual pada aplikasi. Setiap penjual atau pemilik 

counter memiliki jenis aplikasi yang berbeda sesuai dengan 

perusahaan penyedia layanan saldo pulsa yang mereka daftari. 

Keuntungan pengadaan dengan cara ini adalah karena seringnya 

terdapat promo paket internet dengan harga yang sedikit lebih 

murah dari biasanya, dan pengisiannya dapat dilakukan sewaktu-

waktu.8 

       Berikut adalah gambar dari salah satu bentuk update promo 

dalam aplikasi yang dipakai penjual.9 

                                                           
7 Istilah dipakai oleh Esa, Abdullah, dan Ziya’ (Penjual). 
8 Esa (Penjual), Wawancara, Surabaya, 18 April 2018. 
9 Aplikasi Penjual. 
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Gambar 3.1 

3) Distributor (pemain)10 

       Yang terakhir ialah pengadaan barang melalui distributor 

atau biasa dikenal dengan istilah “pemain”. Jika melakukan 

kulak kepada pemain ini, pelaku usaha bisa membeli kartu 

perdana paket internet dari berbagai macam operator seluler. 

Penjual hanya tinggal mendatangi dan kulak persediaan 

sebanyak yang dibutuhkan setiap waktu mereka butuh 

pengadaan barang. Namun, kekurangannya jika kulak di pemain 

ini harganya tidak semiring ketika di sales atau menembak 

melalui aplikasi kalau sedang ada promo. Jika lewat pemain tidak 

pernah ada promo penjualan dan harga lebih sering stabil.11 

                                                           
10 Istilah dipakai oleh Esa dan Ziya’ (Penjual). 
11 Ziya’ (Penjual), Wawancara, Surabaya, 23 April 2018. 
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       Dari tiga jenis cara pengadaan barang tersebut, kebanyakan 

penjual sudah pernah melakukan semuanya, hanya saja penjual 

memilih sesuai keadaan yang menurut mereka menguntungkan bagi 

mereka. Jadi, penjual tidak selalu menerapkan satu jenis cara 

pengadaan saja, terkadang dikombinasikan agar mendapat 

keuntungan lebih. 

b. Pemasaran barang 

       Fokus peneliti akan lebih mendetail pada tahap ini, karena dalam 

tahapan inilah terdapat fokus masalah yang peneliti angkat. Dari 

barang yang sudah didapat dari pengadaan tadi, selanjutnya penjual 

akan menata barang dagangannya dengan rapi untuk memikat 

pembeli. Perlu diketahui bahwa paket internet dewasa ini dijual 

dengan berbagai macam pembagian data kuota. Peneliti akan 

mempermudah penjelasan dengan menampilkan contoh tabel daftar 

pembagian kuota pada beberapa operator jaringan seluler ternama. 

       Berikut adalah pembagian kuoata data internet dari operator 

seluler Three.12 

 

Tabel 3.1 

                                                           
12 Three, Produk paket internet, dalam https://www.tri.co.id/produk/, diakses pada 4 Mei 2018. 

Paket Internet 3 (Three) 

Paket Nonstop 4G 5GB 8GB 

Kuota Regular 5 GB 8GB 

Kuota 4G 30GB 30GB 

Masa aktif internet 30 hari 30 hari 

Kuota nelpon 30 menit 30 menit 

Masa aktif nelpon 30 hari 30 hari 

https://www.tri.co.id/produk/
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Pembagian kuota data internet pada operator seluler IM3 Ooredoo.13 

Tabel 3.2 

Pembagian kuota data internet pada operator seluler Telkomsel.14 

Paket Internet 

Telkomsel 

Kuota 

Data 
Kuota Regular + 4G 

Kuota Midnight + 

VideoMAX 

Super Loop 

30GB 
7GB 

500MB + 1.5GB data 

59ocal + 5GB 4G 

13GB kuota 

Midnight + 10GB 

VideoMAX 

Super Loop 

12GB 
7GB 

500MB + 1.5GB data 

59ocal + 5GB 4G 
5GB VideoMAX 

Super Loop 

8GB 
2GB 

500MB + 1.5GB data 

lokal 

1GB kuota 

Midnight + 5GB 

VideoMAX 

Tabel 3.3 

Pembagian kuota data internet pada operator seluler XL.15 

Paket Internet XL 

10GB + 10 GB 15GB + 15GB 20GB + 20GB 

10GB 

(2G/3G/4G) 

15GB 

(2G/3G/4G) 

20GB 

(2G/3G/4G) 

10GB (Youtube) 15GB (Youtube) 20GB (Youtube) 

30mnt nelpon 

(all operator) 

40mnt nelpon 

(all operator) 

60mnt nelpon 

(all operator) 

                                                           
13 Indosat, Produk paket internet, dalam https://www.indosatooredoo.com/produk/, diakses pada 4 

Mei 2018. 
14 Telkomsel, Produk paket internet, dalam https://www.telkomsel.com/simpati/paket/, diakses 

pada 4 Mei 2018. 
15 XL Axiata, Produk paket internet, dalam https://www.xl.co.id/ diakses pada 4 Mei 2018. 

Paket Internet IM3 Ooredoo 

Freedom 

Postpaid 
L XL XXL XXXL 

Kuota 3G 3GB 5GB 8GB 15GB 

Kuota 4G 3GB 5GB 8GB 15GB 

Bonus 4G 

(01.00 – 06.00) 
20GB 30GB Unlimited Unlimited 

Nelpon dan sms 
Unlimited 

sesama 

Unlimited 

sesama 

Unlimited 

sesama 

Unlimited 

sesama 

https://www.indosatooredoo.com/produk/
https://www.telkomsel.com/simpati/paket/
https://www.xl.co.id/
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Gratis Youtube 

(01.00 – 06.00) 

Gratis Youtube 

(01.00 – 06.00) 

Gratis Youtube 

(01.00 – 06.00) 

Tabel 3.4 

       Dari pembagian-pembagian jenis kuota itulah penjual 

memainkan taktik penjualan dalam pemasarannya. Berdasarkan 

keterangan dari penjual, mereka biasa menata satu jenis paket 

internet menjadi dua jenis. Dalam prakteknya, mereka mengurangi 

informasi dari salah satu jenis pembagian kuota di salah satu deret 

penataan dengan harga lebih murah dari deret sebelahnya yang 

informasi total kuota ditampilkan seutuhnya. Esa (penjual) 

mengatakan bahwa umumnya penjual menghilangkan informasi 

pembagian kuota data yang sekiranya bukan kebutuhan primer bagi 

pembeli seperti kuota malam, kuota chatting atau kuota youtube.16 

       Selanjutnya, penjual akan memberi harga jual dengan 

menghitung keuntungan yang mereka inginikan. Mengenai harga 

paket internet yang dijual ini tidak tetap, karena bisa berubah tiap 

bulannya tergantung dari harga beli mereka dari produsen. 

Umumnya, penjual akan meberi harga sesuai dengan harga pasar, jika 

harga kulak mahal harga sedikit lebih mahal, jika barang sedang 

banyak dan harga kulak turun maka harga jual mereka kepada 

pembeli atau konsumen juga akan turun.17 

                                                           
16 Esa (Penjual), wawancara, Surabaya, 18 April 2018. 
17 Ziya’ (Penjual), Wawancara, Surabaya, 23 April 2018. 
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       Dikarenakan penataan dan pengurangan informasi yang 

dilakukan penjual, maka penjual akan memberi selisih harga sekitar 

2000 sampai 3000 rupiah lebih mahal untuk deret perdana paket 

internet dengan informasi pembagian kuota yang sebenarnya, dan 

memberi harga yang sedikit lebih murah untuk deret perdana paket 

internet yang telah dihilangkan salah satu informasi pembagian kuota 

data internetnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh gambar taktik 

pemasaran yang dilakukan oleh penjual. 

 

Gambar 3.2 

       Dengan model pemasaran barang seperti itu, penjual yang 

sebenarnya hanya menyediakan satu jenis paket internet jadi tampak 

seperti menawarkan opsi kepada pembeli untuk memilih dari dua 

jenis paket internet. Jika pembeli memilih paket internet dengan 

harga sedikit lebih mahal, maka pembeli akan mendapat paket 

internet dengan total jumlah kuota yang sesuai dengan informasi 

yang dicantumkan. Sedangkan, jika pembeli memilih yang 

sebaliknya maka total kuota yang didapat tidak sesuai dengan yang 

diinformasikan. 
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        Bagi penjual, hal ini hanyalah sebuah bentuk metode pemasaran 

untuk menarik pembeli. Namun, mereka memang mengakui bahwa 

dalam prakteknya mereka tidak jujur terkait informasi jumlah kuota. 

Mereka menganggap, pembeli tidak akan merasa dirugikan dengan 

taktik penjualan tersebut.  

2. Latar Belakang Mekanisme Penjualan 

       Ada beberapa faktor atau alasan yang mendasari para penjual dalam 

melakukan taktik penjualan seperti di atas. Peneliti telah merangkum tiga 

alasan utama para penjual melakukan haltersebut, yaitu: 

a. Pembeli tidak mengetahui pasti pembagian kuota pada perdana paket 

internet. 

       Kebanyakan pembeli tidak mengetahui rincian pembagian kuota 

yang sebenarnya, dan tidak terlalu mempertanyakan secara mendetail 

prihal tersebut. Yang terpenting bagi pembeli itu ketika kartu 

dipasang sudah bisa online, pembeli sudah merasa puas.18 Hal inilah 

yang dimanfaatkan penjual, melihat tingkat konsumtif pembeli yang 

begitu tinggi dan tidak terlalu kritis dalam membeli menjadi celah 

yang bisa dimanfaatkan. 

b. Sebagai strategi untuk menarik pembeli. 

       Sebagai seorang pembeli sangat wajar bila ingin mendapatkan 

pelayanan yang baik. Salah satu yang menjadi daya tarik pembeli 

adalah adanya opsi dalam memilih suatu produk. Ada kepuasan 

                                                           
18 Abdullah (Penjual), Wawancara, Surabaya, 20 April 2018. 
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tersendiri bagi pembeli ketika dapat menggunakan hak mereka dalam 

memilih suatu produk yang mereka butuhkan. Dari pengalaman Esa 

(Penjual), pernah ketika stok barang di counter miliknya tersisa 

sedikit, dan pembeli tidak punya opsi yang lebih banyak untuk 

memilih paket internet, yang terjadi adalah pembeli malah tidak jadi 

beli di tempatnya.19 

c. Informasi dari rekan seprofesi. 

       Persaingan usaha memang sudah sering terjadi dalam dunia 

usaha, namun tidak sedikit yang menganggap hal tersebut sebagai 

sebuah warna-warni dalam dunia usaha. Salah satunya dalam 

penerapan taktik penjualan perdana paket internet ini, dimana para 

penjual yang baru memulai usahanya dalam bidang ini mendapatkan 

arahan dari penjual lama yang tentunya telah memiliki banyak 

pengalaman dengan pembeli atau konsumen. Bagi penjual baru 

penting sekali untuk banyak belajar dari para penjual lama agar 

mereka dapat cepat beradaptasi dan menjadi salah satu jalan pintas 

agar dapat meraih keberhasilan dalam penjualan.20 

3. Perilaku Konsumtif Pembeli 

       Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa konsumen 

dengan berbagai karakter usia maupun profesi. Tentunya setiap masing-

masing individu dengan latar belakang usia dan profesi yang berbeda 

                                                           
19 Esa (Penjual), Wawancara, Surabaya, 18 April 2018. 
20 Ibid. 
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memiliki kebutuhan kepentingan menggunakan layanan internet yang 

berbeda pula. Orang yang sudah bekerja dengan anak yang masih 

mengenyam pendidikan, tentu memiliki porsi kebutuhannya masing-

masing. Banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh para konsumen atau 

pembeli terkait kebutuhan masing-masing mereka terhadap penggunaan 

data internet. Rata-rata pembeli memiliki pendasaran untuk memilih 

paket internet dengan harga terjangkau namun tetap mendapat jumlah 

data kuota yang cukup untuk kebutuhan internet mereka. 

       Diawali dari narasumber yang masih duduk di bangku smp bernama 

Ninis (15th), yang mengaku bahwa ia menggunakan paket internet 

Telkomsel dalam kesehariannya. Paket internet yang biasa ia beli adalah 

seharga 65.000 – 70.000 rupiah dengan masa aktif dua bulan. Namun 

dalam pemakaiannya sudah habis paling lama satu bulan setengah, itu pun 

dengan penggunaan normal seperti aktifitas chatting, media sosial, dan 

game yang tidak terlalu sering. Setiap kali membeli perdana paket 

internet biasanya ia harus pergi ke counter kampung sebelah, karena 

counter di dekat rumahnya kurang lengkap untuk pilihan jenis operator. 

Ia juga hampir tidak pernah melakukan pengecekan total kuota terhadap 

paket perdana paket internet yang ia beli.21 

       Peneliti juga memperoleh narasumber dari kalangan mahasiswa 

bernama Fikri (23th) yang merupakan mahasiswa semester akhir di salah 

satu universitas negeri di Surabaya. Ia mengaku cenderung memilih paket 

                                                           
21 Nisvi Sinta Nuriah (Pembeli), Wawancara, Surabaya 21 April 2018. 
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internet dengan harga murah dengan kapasitas kuota melimpah, karena ia 

sering menggunakan internet untuk bermain game, download anime 

favoritnya, dan juga streaming youtube. Operator seluler yang sering ia 

pilih adalah IM3 atau terkadang memakai XL, karena ada unlimited 

youtube atau kuota besar di jam malam yang sangat cocok untuk 

kebutuhan berinternetnya. Harga paket internet yang sering ia beli 

berkisar antara 50.000 – 60.000 rupiah dengan lama pemakaian tidak 

sampai satu bulan atau malah bisa hanya dua minggu. Ia juga mengaku 

tidak pernah melakukan pengecekan kuota setiap kali melakukan 

pembelian, dan tidak pernah curiga dengan perdana paket internet yang 

telah ia beli. Yang terpenting baginya adalah perdana paket internet yang 

ia beli bisa siap pakai.22 

       Berikutnya keterangan dari Nia (23th), seorang perempuan yang 

telah berkeluarga dan membuka usahanya sendiri berupa penyedia 

layanan jasa percetakan undangan dan semacamnya. Perempuan yang 

tinggal di Tenggilis Mulya ini mengaku dalam kesehariannya ia memakai 

dua kartu paket internet yakni smartfren dan IM3. Dalam pemakaian 

internet sehari-harinya biasanya ia gunakan untuk media sosial seperti 

instagram, whatsapp, facebook, dan line. Kebutuhan tersebut hanya untuk 

bermedia sosial biasa atau sekedar promosi keperluan usahanya, dan yang 

paling menyedot kuota ialah pengguaan instagram tambahnya. Nia 

mengaku sangat jarang melakukan pengecekan total kuota ketika setelah 

                                                           
22 Miftakhul Fikri (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 22 Mei 2018. 
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membeli, dan untuk pemakiaannya sendiri biasanya ia menghabiskan 

paket internet smartfren sekitar dua mingguan, sedangkan untuk IM3 bisa 

sampai satu bulan.23 

       Kemudian Dewi (29th), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di 

Tenggilis Lama. Dalam kesehariannya ia memakai paket internet Three 

karena dinilainya murah dan cukup banyak sinyal jika dipakai di 

rumahnya. Ia mengaku sudah cukup lama memakai paket internet Three, 

dan sering membeli paket internet yang senilai Rp. 20.000 dengan kuota 

utama 3G satu giga. Paket internet tersebut dinilainya cukup murah 

mengingat HP yang ia pakai belum support sinya 4G. Setiap kali membeli 

perdana paket internet, ibu dua anak ini tidak pernah melakukan 

pengecekan total kuota dan percaya seratus persen kepada penjual. 

Terkadang ia menghabiskan paket internet itu sekitar kurang dari dua 

minggu, dengan pemakaian untuk chatting whatsapp, streaming youtube 

atau membaca artikel-artikel berita.24 

4. Tingkat Kepuasan Konsumen 

       Dalam hal kepuasan pembeli atau konsumen ini cenderung hamper 

sama, karena mereka cenderung bukan merupakan pembeli yang kritis. 

Pendapat dari Nur (24th) misalnya, kepuasannya dalam membeli perdana 

paket internet tergantung dari bagaiman pelayanan yang dihadirkan oleh 

                                                           
23 Dwi Kurnia Ningsih (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 17 Mei 2018. 
24 Dewi Maslicha (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 13 Mei 2018. 
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penjual, dan yang terpenting adalah perdana paket internet yang ia beli 

dapat langsung digunakan.25 

       Pendapat yang hampir sama disampaikan Yudi (27th), sejauh ini ia 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penjual, karena yang 

terpenting dari pembelian perdana paket internet baginya adalah paket 

internet yang ia butuhkan tersedia dan barang tersebut dapat langsung 

dimanfaatkan tanpa ada kendala dalam pemakaiannya.26 

       Dari dua pernyataan tersebut, dapat ditarik kesamaan bahwa yang 

terpenting bagi pembeli adalah perdana paket internet yang telah mereka 

beli dari counter bisa langsung online ketika diaktifkan sehingga mereka 

dapat nyaman berinternet.  

       Demi mendapatkan kepuasan dari pembeli, penjual memberi 

pelayanan bagi pembeli apabila perdana paket internet yang baru saja 

mereka beli tidak dapat aktif online. Biasanya penjual akan membantu 

untuk melakukan registrasi ulang kartu tersebut.27 Kemungkinan lain 

adalah penjual akan memberikan ganti rugi kartu perdana baru jika 

memang kartu tersebut tidak dapat online dengan syarat selama total 

kuota perdana paket internet tersebut masih utuh dan belum berkurang.28        

                                                           
25 Nur Alimatul Habibah (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 23 April 2018. 
26 Yudi Kurniawan (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 18 April 2018. 
27 Ziya’ (Penjual), Wawancara, Surabaya, 27 April 2018. 
28 Esa (Penjual), Wawancara, Surabaya, 18 April 2018. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERDANA PAKET 

INTERNET 

 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket Internet di 

Tenggilis Mejoyo Surabaya 

       Jual beli dalam Islam merupakan suatu transaksi yang berkaitan dengan 

mu’amalat yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. 

Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat 

keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Menurut Rasyid Ridha, muamalah 

adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara 

yang telah ditentukan.1 

       Sebagaimana Allah SWT telah mengatur ketentuan jual beli dalam QS. An-

Nisa>’ ayat 29: 

َٰرَةً عَن ترََ  ونَ تجَِ تكَُّ ن 
َ

َٰٓ أ َٰطِلِ إلِ اَ م بٱِلۡبَ م بيَۡنَكُّ َٰلكَُّ مۡوَ
َ

اْ أ لُّوَٰٓ كُّ
ۡ
تأَ واْ لاَ  َذِينَ ءَامَنُّ هَا ٱل  ُّ ي 

َ
أ مۡ  يَََٰٰٓ نكُّ ِ   ...اضٖ م 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” 

 

       Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum 

muslimin untuk memakan harta orang lain secara ba>til, konteks ini memiliki arti 

                                                           
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2-3. 
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yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan 

syara’ seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (maysi>r / judi) atau 

mengandung unsur ghara>r, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa 

dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan 

bagi semua pihak.2 

       Jika melihat praktik jual beli perdana paket internet yang terjadi di Tenggilis 

Mejoyo Surabaya, sebenarnya dalam transaksi tersebut telah memenuhi empat 

rukun jual beli yang telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu: para pihak yang 

bertransaksi (penjual dan pembeli), s}ighat (lafal ijab dan kabul), barang yang 

diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang. 

       Akan tetapi, dalam syarat rukun barang yang diperjualbelikan terdapat satu 

syarat rukun yang belum terpenuhi yaitu pihak yang bertransaksi harus saling 

mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya 

tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian 

tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara 

lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, 

timbangan, atau kualitasnya.3 

       Seperti yang diketahui, pada bab III peneliti telah menjelaskan bahwa dalam 

praktik pemasaran perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo terjadi 

                                                           
2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70. 
3 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 145. 
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pengurangan informasi yang dilakukan penjual yang terkesan mengelabui pembeli 

agar dapat memilih perdana paket internet yang mereka mau, padahal sebenarnya 

opsi barang yang ditawarkan oleh penjual tersebut merupakan perdana paket 

internet dengan jumlah kuota yang sama. Pembeli yang tidak mengetahui 

kuantitas kuota yang sebenarnya, cenderung percaya dengan apa yang 

diinformasikan oleh penjual. 

       Dari wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap tiga pemilik counter 

penjualan di Tenggilis Mejoyo Surabaya, salah satu alasan mengapa penjual 

menerapkan taktik pernjualan tersebut adalah karena pembeli tidak mengetahui 

total kuota dari perdana paket internet yang sebenarnya. Hal tersebeut tentu 

mengurangi kerelaan dari pembeli apabila mereka mengetahui jika terdapat 

ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual. 

       Dalam salah satu firman-Nya, Allah SWT menyuruh kita sebagai manusia 

untuk berlaku jujur dalam setiap tindakan dan mampu menunaikan akad sesuai 

dengan janji, sebagaimana yang tersirat dalam QS. An-Nahl ayat 91: 

 ْ ُّوا وۡف
َ

ِ بعَِهۡدِ  وَأ َ واْ  ٱلل  ضُّ مۡ وَلاَ تنَقُّ ُّ َٰهَدت  َٰنَ إذَِا عَ يمَۡ
َ

مُّ  ٱلۡأ َ بَعۡدَ توَۡكيِدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُّ َ َ  ٱلل  إنِ  فِيلاً   مۡ كَ َ ٱعَليَۡكُّ َ  لل 

  ١٩يَعۡلَمُّ مَا تَفۡعَلُّونَ 

 

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 

kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, 

sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”4 

 
                                                           
4 Kemenag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya…, 227. 
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       Ketidakjujuran penjual ini merupakan salah satu indikasi bahwa transaksi 

jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo tersebut mengandung unsur 

ghara>r. Penyebab terjadinya ghara>r adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut 

dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Fisik barang tidak jelas. 

Misalnya, penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam 

kotak ini dengan harga Rp 100.000,-“ dan pembeli tidak tahu fisik barang 

yang berada di dalam kotak. 

2. Sifat barang tidak jelas. 

Misalnya, penjual berkata: “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 

50juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak 

tahu sifatnya. 

3. Ukurannya tidak jelas. 

Misalnya, penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan 

harga 10juta rupiah”. 

4. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya. 

5. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang 

hilang.5 

                                                           
5 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 105. 
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       Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk ghara>r yang dapat terjadi 

ialah tadlis. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli 

mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. 

Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh 

pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi 

kecurangan/penipuan (tadlis). 

       Kriteria ghara>r yang dilanggar oleh penjual perdana paket internet di sini 

adalah ukurannya yang tidak jelas, karena jumlah kuota yang diinformasikan 

tidak sesuai dengan kuantitas yang sebenarnya. Selain itu, tindakan ini 

merupakan bentuk dari tindakan tadlis dalam kuantitas. Pembeli yang tidak 

mengetahui bahwa opsi barang yang ditawarkan sebenarnya adalah sama 

cenderung memilih perdana paket internet dengan jumlah kuota yang lebih besar 

karena harga yang ditawarkan memilki selisih yang tidak banyak. 

       Dasar hukum pelarangan jual beli tadlis terdapat pada HR Muslim yang 

bersumber dari Abdullah bin Dinar:6 

ََسَل َّ ََ عَ عَنْ عَبْدِ الل َّهِ بْنِ ديْناَرٍ أَن َّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلٍ الل َّهِ صَل َّي الل َّهُ  لَْْهِ 

ََسَل َّ ََ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لأن َّهُ يُخْدَعُ فِيْ الْبُُْوعِ فَقَالَ رَسُولُ  اَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الل َّهِ صَل َّي الل َّهُ عَلَْْهِ 

 إِذَا باَيَعَ يَقُوْلُ لاَ خَِْابَةَ 

 

 
                                                           
6 Al-Bukha>riy, “Sahih al-Bukha>rri>y”, Hadith no. 2826. Kitab: al-Buyu>’. Ba>b: La> yukhda’ fi al-Bay’, 

dalam Suqiyah Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 65-66. 
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Artinya: 

 

Hadith riwayat dari Abdullah bin Di>na>r, bahwa ia telah mendengar Ibnu 

Umar berkata: “pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada 

Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw 

bersabda: “siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: 

“tidak ada penipuan”, oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh 

ada penipuan”. 

 

       Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan 

pelaksanaan transaksi (akad/aqd) yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadith. 

Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka 

penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari 

suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi 

bisnis, yang ketika akad dijalani dengan fair, maka akan menghasilkan profit dan 

benefit yang halal dan berkah.7 

 

B. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Perdana Paket 

Internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya 

       Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.8 Dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen 

terdapat upaya untuk melindungi hak-hak yang harus didapat oleh konsumen itu 

sendiri. Namun perlindungan tersebut juga tidak bisa lepas dari faktor-faktor 

                                                           
7 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2017), 15. 
8 Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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apakah sebagai konsumen juga telah memenuhi kewajibannya. Untuk itu di dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur terkait ketentuan-

ketentuan umum, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, dan juga 

hal-hal yang tidak boleh dilakukan. 

       Di dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan 

bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang: 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan perundangan-undangan; 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 

menurut ukuran yang sebenarnya; 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau 

jasa tersebut; 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal 

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat; 
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10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang 

berlaku.9 

 

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan 

memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan 

atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada 

hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di 

masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas 

sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain 

sebagainya.10 

Analisis hukum terkait pasal di atas dengan tindakan penjual perdana paket 

internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dengan sengaja menghilangkan 

informasi kuota pada salah satu produk mereka sebagai taktik untuk menarik 

minat pembeli merupakan tindakan yang melanggar aturan Pasal 8 poin ke enam 

yang mana produk yang dijual “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam 

label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut”. 

Hal tersebut juga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang wajib 

diperoleh konsumen. Salah satu hak yang tidak terpenuhi karena tindakan penjual 

tersebut adalah “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

                                                           
9 Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
10 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014),  64. 
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dan jaminan barng dan/atau jasa” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf 

c UUPK. Sangat penting bagi pembeli untuk mengetahui informasi terkait produk 

secara benar dari pihak penjual, karena dengan informasi tersebut akan 

mempengaruhi pembeli dalam menentukan produk mana yang akan mereka pilih. 

       Apabila taktik penjualan penjual tersebut berpotensi menimbulkan kerugian 

kepada konsumen atau pembeli, maka harus dipertimbangkan kemungkinan 

terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban bagi pihak yang merasa 

dirugikan yang dalam hal ini adalah pembeli perdana paket internet, terutama 

pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Secara 

garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 (dua) hal, 

yaitu: 

1. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya; 

2. Menyangkut kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produk yang 

ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan. 

       Dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 

pelaku usaha juga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), yang berbunyi: 

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Dalam praktik jual beli perdana paket internet di Tenggilis Mejoyo Surabaya 

terdapat ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penjual dalam memasarkan 

dagangannya. Penjual dengan sengaja tidak jujur dengan menawarkan opsi produk 

yang sebenarnya adalah produk yang sama dan dijual dengan harga yang berbeda. 

Alasan utama dari penjual menerapkan taktik semacam ini ialah karena pembeli 

yang memang tidak tahu mengenai kuantitas kuota dari perdana paket internet 

yang mereka beli sehingga percaya dengan informasi yang disampaikan penjual. 

Dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tersebut penjual dapat mengelabui 

pembeli sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 

       Taktik penjualan semacam itu dalam hukum Islam dapat dikatakan memiliki 

unsur ghara>r dan merupakan salah satu bentuk jual beli tadlis dalam kuantitas 

barang. Jual beli tersebut merupakan bentuk jual beli fasid dan dapat dikatakan 

tidak sah dalam sudut pandang hukum Islam. Sedangkan menurut UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktek penjualan perdana paket 

internet tersebut melanggar Pasal 8 huruf f dan tidak terpenuhinya hak konsumen 

untuk memperoleh informasi produk yang sebenarnya dari pihak penjual. Maka 

dalam hal ini pihak konsumen atau pembeli dapat menuntut pertanggungjawaban 
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kepada pelaku usaha sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 19 UU 

Perlindungan Konsumen. 

  

B. Saran 

       Berdasarkan praktik jual beli perdana paket internet yang terjadi di Tenggilis 

Mejoyo Surabaya, maka dapat diusulkan beberapa saran yang bermanfaat kepada 

penjual maupun pembeli sebagai berikut: 

1. Penjual 

a. Dapat memberikan informasi total kuota yang sesuai dengan kuantitas 

sebenarnya pada perdana paket internet kepada pembeli 

b. Dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan yang diharapkan 

oleh konsumen atau pembeli. 

c. Lebih mengutamakan kepuasan konsumen daripada mementingkan 

untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang 

tidak jujur. 

2. Pembeli 

a. Agar lebih teliti dan kritis dalam memilih produk yang akan dibeli, dan 

mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak boros. 

b. Selalu melakukan cek ulang terhedap perdana paket internet yang baru 

dibelinya apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penjual. 
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